LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D NOMOR 4 TAHUN 1989

Y S —————————————— e e e Rl
e . e e e e o — S —— S e e — -——
-——-—

BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 1889
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  BANYUMAS  TAHUN
ANGGARAN 1889 / 1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang . bahwa Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Tahun Anggar
an 1989/1990 perlu ditetapkan de-
ngan Peraturan Daerah sesuai de
ngan pasal 64 ‘ayat (2) Undang- Un
dang nomor S5 Tahun 1874. :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor S5 tahun

1974 tentang Pokok-pokok Peme
rintahan di Daerah ;

2. undang-undang Nomor 13 tahun
1950 tentang Pembentukan Dae-
rah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ; '

3. undang-undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang- Pajak Bumi dan
Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 1975 tentang Pengurusan
pertanggungjawaban’ dan Penga-
wasan keuangan Daerah ;

5. Peraturan pemerintah Nomor 6
tahun 19795 tentang Cara
Penyusunan anggaran Pendapst-
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Ko ruaun i Pengiesanhan APBD Kabupaten Dati II
Banyumas Tahun Anggaran 1989/199¢
adalah Pengesahan Lerhadap Pera-
turan Daerah Kabupaten Dati II
Banyumas Nomor 3 Tahun 1988 tang-
gal 30 Maret 1989 beserta Lampi-
ran- lampirannya dengan Peruba-
han-perubahan seperti tercantum
dalam Diktum-Diktum tersebut di
nkas dengan catatan bahwa sSemua
Jenis penerimaan dan pengeluaran
hanya dianggap sah apabila dida-
sarkan pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

KE DELAPAN : Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas harus mengirimkan lapo-
ran triwulanan mengenai realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1983/1990
selambak-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah triwulanan bersangkutan
berakhir dengan mengisi Contoh’
B.XV ; B.XVI dan B.XVIII (Peratu-
ran Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1975) kepada :

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah ( Biro Keuangan
Bagian Ansggaran Daerah Bawahan
Propinsi Da.i T Jawa Tengah )
di Semarang, dalam 3 (Liga)
ganda ;

b. Kepala Inspektorat Wilayah
Propinsi Daerah Tk. I Jawa
Tengah di Semarang, dalam 2
(dua) ganda ; serla
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¢. Pembantu Gubernur Jawa Tengah
Untuk Wilayah Banyumas di
PurwokertLo ;

Setelah menerima Keputusan Penge-
sahan ini Kepala Daerah supaya
segern mengumumkannya dalam Lem-
baran Daerah sesuai dengan Pasal
9 Ayat (1) dari Peraturan Peme-
rintah Nomor 5 Tahun 1875 tentang
Pengurusan Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah.

Keputusan ini berlaku pada tang-
gal ditetapkan dan berlaku surut

sejak tanggal 1 APRIL 1989,

DITETAPKAN'DI : SEM ARANG
PADA TANGGGAL : 5 JUNI 1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

( ISMAIL )
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Nemperhatikan

20.

21,

)

Usnhn Keuangan daerah serta
porhitungan anggaran Pendapa
tan dan Belanja Daerah ;
Keputusan Menteri dalam Nege-
ri Nomor 903-379 tanggal 11
April 1987 tentang Penggunaan
Sistem Digit dalam Pelaksana-
an Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Daerah serta petunjuk
teknis Tata Usaha Keuangan Da
erah ;

Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 903-057 tanggal 18
Januari 1988 tentang Penyem
purnaan Bentuk dan Susunan
Anggaran Pendapatan daerah ;
Surat Menteri Dalam Negeri No
mor 903/224/PUOD tanggal 16
Januari 1989 perihal Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggar-
an 1989/1990 ; '

Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor
903/13027 tanggal 14 Pebruari
1989 perihal Pedoman Penyusun
an APBD Tahun Anggaran 1988/
1990 ;

Surat Keputusan dewan Perwaki
lan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas No
mor 11/3/1/DPRD tanggal 29 Ju
1i 1978 tentang Peraturan Ta-
ta Tertib dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Banyumas Jjo.
Surat Keputusan Dewan Perwaki
lan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas No
mor 170/03/51-87 tanggal 13
Juli 1987.
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Nendengar

: 1. Pembahasan dalam sidang-gj
dang Panitia anggaran tangga)
2 sampai dengan 17 Maret 198g

2. Pembicaraan dalam Sidang Ple-
no dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten daerah Ting-
kat II Banyumas tanggal 30 ma
ret 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Menetapkan

MEMUTUSZKA

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT 1II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/
1990 adalah - -
sebesar ..... 2 . Rp 11.835.714.000,00
terdiri dari
a. PENDAPATAN

-pendapatan Rp 11.835.714.000,00
b. BELANJA :

-Ru tin Rp 8.858.964.000,00

-Pembangunan Rp 4.976.750.000,00

e —————————————

Rp 11.835.714.000,00
Jumlah urusan Kas dan Perhitungan
adalah sebagai berikut
a. PENDAPATAN '
-pendapatan Rp 953.641.000,00
b. BELANJA :

i -Ru t in Rp 953.641.000,00
-Pembangunan Rp -

Rp 953.641.000,00
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Pasal 3

(1). Rincian dari ketontuan tersebut pada pasal 1
dimuat dalam Lampiran A.

(2). Rincian 1lebih dari ketentuan tersebut pada
pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran
A.1, A.II/R dan A.11/P

(3). Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan (2) pasal ini merupakan Bagian yang tak
terpisahkan.

Pasal 4
Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai
peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah
sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 35 |
Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat

pengesahan dari pejabat yvang berwenang dan berlaku
nulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : PURWOKERTO
Pada Tanggal : 30 Maret 1989
DEWAN PERWAKILAN BUPATI KEPALA DAERAH- TINGKAT
RAKYAT DAERAH KABU IT BANYUMAS
PATEN DAERAH TING-
KAT I1I BANYUMAS

KETUA,
Ltd. ted.
Drs H.MOCH.ISKAK DJOKO SUDANTOKO
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Peraturan Dnerah ini telah disahkan Gubernur Kepa-
1a Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Kepu-
tusan tangpal 5 Juni 1989 Nomor 943/935/1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
ttd.
ISMAIL
Diundangkan pada tanggal 4 September 1889 dan

dinuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 4 Tahun 1989

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I1
BANYUMAS

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. H. SOEMNADI

NIP. : 210 A36 8h4
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LAMPIRAN @ I

RESUME_APDD _EADUPATEN DAKRAH _TINGEAT XX _BANYUMAS
TAHUN_ANGGARAN 1988/1980

(dalam ribuan rupiah)

S+ 3 it 33 3 232ttt I3 3 ¢+ttt ittt 3 i E ¥+ 3+ E 3+ 3+ T+ 1+t 1 F 3 3T -

PERDAPATAN APBD APBD Bertambah Prosen -
1980/1088 1989/1990 (Berkurang) tase
A. PENERINAAN DARRAH
1.SISA PERHITUNGAN 55.719 up (55.719)
2.BAGIAN P AD S :
a. Pajak Daerah 774. 2860 833.080 58.600 T; 5%
b. Retribusi Daerah 1.222.000 1.370.000 148.000 12:-1%
¢. Bagian Laba PDAM 37. 500 35.000 (2.500) (6,72)
d. Penerimaan Dinas 54.275 56.575 2.300 4,22
e. Penerimaan Lain-
lain 221.023 235,225 14 .282 6,4X
X Jumlah 2 2.309.078 2.529.862 220.802 9,5%
a. Bagi hasil PBB 771.120 839. 160 68.040 8,82
b. Bagi hasil
bukan pajak
-1 HH 18.517 18.517 -
- Bag. dari
pemberian hak
atas tanah 8.000 8.000 -
- SMHMRPJ 12.400 12.4090 -
Bahan Galian
gol. C 5.000 8.080 3.00P 680X
- Pengnmbilan air _
Bawah tann 5.000 S 0en
Jumlah 3 BZﬂjéS? ﬁ‘égl.ﬂ;;_ ___711336 - 8,6%
4 BAGIAR SUNBARGAN
& BANTUAN
a Susbangan
- Subsidi 3.445.119 4.276.253 831.134 24,1
- Ganjaran 185.0008 185.000 -
- SBBO RUSD 40 .000 40 .029
b. Bantuan INPRES :
- IKPRES DATI 1II 2.868.728 2.068.728 -
- INPRES SD 718.624 718.624 - -
- IKPRES KESEHATAN 931.748 531.748 - -
- INPRES PENGHIJAUAN 37.819 37.019 -
- BARDES 557.385 557.385 -
Jumlah 4 7.583.623 8.414.757 --ESITIQE i léléi
Jumlah A 18.768.457 11.835.714 1?5&%?55;-_-- é.éi
. S
PEMBANGUNAN :
1. Pinjaman PEMDA - -
2. Pinjaman BUKD -
Jumlah B - - e
. i iy
PEZRHITUNRGAN :
1. Rotin 953.641 953.641
2. Pembangunan . - -
Foudah T new RAt. G BAa T
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Prosen

Berbnnbnh-
19868/1969 1989/1898 (Berkurang) tase
' " %mgﬁgﬁuﬁnagggm 282 .674 278.206 (4.441)  (1,5%)
2. Kepnln & Wk.KDH 182 . 360 84.900 (7.489) (Z.g:)
3. ani dan Tunjungnn 845 252 3.543.,941 598.839 2g:7z
4. Pensian 599.867  732.312  132.445 20,
5. Honorarium 29.406 61.419 32.913 198%
6. Belanja Barang 907 .287 822.636 15.339 1,62
7. Belanja Pemeliharaan 251.338 261.8675 10 .337 4,1X
8. Belanja Perjalanan
(tidak termasuk
kunjungan kerja '
DPRD) 80 .900 86 . 500 6.500 8,1%
9. Belanja Lain-lain 499.058 609.682 110.624 22,12
18. Angsuran Hutang 157.431 157.431 - -
11. Ganjaran Drh.Bawahan 83.237 100.262 7.825 T.0X
12. Tidak tersangka 5.000 10 .800 5.000 1900Z
JUNLAH A 5.852.913 6.858.864 1.906.851 17,1X
B. PENGELUARAN
EEMBANGUNAN
Sektor :
1. Pertanian 62.173 82.184 20.011 32,12
2. Industri 500 1.500 1.0800 200%
3. Pertambangan
& Energi 41.800 44 500 2.700 6,4%

4. Perhububungan
= =t ot e A
5. Perdagangan

g: :::;:;J&;:i‘ o A3 '&ﬁﬂﬁﬂ] >~
Daerah 686.835 692.615 5.788 = @,BX
8. Agama 20 .980 30 .99 10 .000 ‘58x
. 8. Pendidikan 745.124 750.124 5.000 P ETX
18. XKesehatan 566.501 586.745 20 .244 ;'3.52
11. Perumahan - = = et !
12. Hukum 3.758 6.200 2.450 65, 3%
13. EKeamanan 47 .500 55.000 7.500 15,72
14. Penerangan 16 .500 23.500 7 .900 42,4%
15. IPTEK &
Penelitian 35.900 38.000 3.000 8,6X
16. Pemerintahan 420.962 342.155 (78.807) (18,7X)
17. Pengembangan
dunia usaha 40 . 500 33.000 (7.588) (18B,5X)
18. Sumber alem & LH - 1.000 1.000 -
Jumlah 1 s/d 18 4.785.573 4.843.250 57.677 1,2%
19. Subsidi (EOTIP) 129.971 133.590 3.529 2,7%
JUMLAH B 4.915.544 4.976.759 61.206 1,2%
C. URUSAN EAS DAN
PERHITUNGAN :
- Rutin 953.641 953.641 - -
- Pembangunan - - - -
JUHLAH C 953.641 953.641 - -
JUMLAH PEHGELUARAN 11.722.098 12.788.355 9,1z

i ———————————————— i ————————— - ———————————— -

- - —— —— ————— -

Pty - — e ot = = ———— ———— L i
———— o = ————  ————————— -
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LAMPIRAN : II

DAFTAR : Penggeseran Pasal-pasal yang diper-

kenankan

sesual

dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

e ——— " ——— —— ——————— — i — — o —— — — . — o — o — — —— —— ——
—— e —————— T ———————— T o . T . . e e S e T . . e e e TS S —

———— i — —— ——— ————————— — ———— e —— e S e e o ——————— — —— ————— —— — — — —— o —

— e ———— ——— S L S — —— —— e e  ———————————— — — — —— — — ———— —

Nomor Jenis Belanja
Urut
1 -
1 Belanja Barang
> Belanja Pemeliharaan
3. Belanja Perjalanan
Dinas

4. Belanja Lain-lain

sampail

sampalil

sampail

O ———— T — ——— —— —— . [ . e . — — . o o S S — ——— ——— —— ———— T — —— {——

e . S— —— — ——————— T ————— —— — — ——— —— — T — — — — — ——— — e — — — — — e ——

——— e  —————— — —— —— —
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GUBKRNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
' JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWNA TENGAH

NOMOR : 903/9835/1989
TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1888/1880

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEAT I JAWA TENGAH

MENBACA : Surat Bupati Kepala Daerah Ting-
kat 1II Banyumas tanggal 6 April
1989 Nomor : 9083/9008/1989 Perihal .
Permohonan Pengesahan Peraturan
Daerah Nomor : 3 Tahun 1989 tang-
gal 30 Maret 1989 dan diterima
pada tanggal 25 April 1989;

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah EKabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Tahun Angga-
ran 1989/1999 tersebut di atas,
untuk dapat dilaksanakan perlu
diberikan Pengesahan sesuai de-
ngan ketentusn Perundang-Undangan
yvang berlaku.

HENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah
Propinsi Jawa Tengah (diundang-
kan pada tgl 4 7 1950);
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Undang Undang Nomor : 5 Tahun
1974 tLentang Pokok-Pokok Peme-
rintahan di Daerah (L.N.” Tahun
1974 Nomor : 38 Tambahan Lemba-
ran Negnra Nomor : 3@37 tanggal
23 Juli 1974);

Peraturan Pemerintah Nomor : 5
Tahun 1875 Lentang Pengurusan
Penanggung Jawaban dan Penga-
wanan Keuangan Daerah (L.N.
Tahun 1975 Nomor : 5);

Peranturan Pemerintah Nomor : 6
Tahun 1975 tentang Cara .Penyu-
sunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(L.N. Tahun 1975 Nomor : 6);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Ussha
Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

Keputusan Henteri Dalam Negeri
Nomor : 900W-099 tanggal 2 April
1989 tentang Manua)l Adminis-
trausi Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 903-1319 tanggal 19
September 1985 tentang Penyem-
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1G.

11.

12.

13.

purnaan Keputusan HMenteri Dalam
Negeri Nomor : 983-603 tanggal
15 Agustus 1984 tentang Pelak-

sanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 570-360 tanggal 28
Oktober 1881 tentang Program
Pembinaan Anggaran Daerah dan
Pengendalian Kredit Anggaran;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 9@3-A55 Tahun 1988
tanggal 19 Januari 1988 tentang
Pengelolaan Keuangan Pemerin-
tahan Kota Administratip ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal
15 Desember 1984 tentang Lang-
kah Pertama Pensinkronisasian
APBD dengan APBN ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 9@3-1316 tanggal 18
September 1985 tentang Penyen-
purnaan Bentuk dan Susunan
Perubahan APBD ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret
1986 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Tata Usaha
Kenangan Daerah serta Perhitu-

ngan APBD ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor: 9@3-379 tanggal 11 April
1987 tent.ang Penggunaan Siulim
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MEHPERHATIKAN

14 .

15.

16.

1.

Digit dalam Pelaksanaan APBD
sorta Petunjuk Tehnis Tata
Usaha Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903-056 tanggal 18
Januari 1988 tentang Perubahan
Penyempurnaan Pos. 2.2.2. Kepa-
ln Daerah menjadi Pos. 2.2.2.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ; ]
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903-057 tanggal 19
Januari 1988 tentang Penyempur-
naan Bentuk dan Susunan Anggga-
ran Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Nege:.
Nomor : 983-617 tanggal 25 Juli
1988 tentang Penyempuraan Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 9A3-1316 Tahun 1985
tentang Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 903/224/PUOD tanggal 186
Januari 1989 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran
1989/1990 ;

Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat |1 Jawa Tengah Nomor
993/13027 tanggal 14 Pebruari
1989 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 189/1990
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d Poraturan Daerah Kabupaten

Dnorah Tingkat II Banyumas
Nomor : 3 Tahun 1989 tanggal 30
Marot. 1989; tentang Penetapan
Anggnran Pendapatan dan Belanja
Danornh Kabupaten Daerah Tingkat
Il Banyumas Tahun Anggaran
1989/1980 ;

MEMUTUSKAN

NENETAPKAN
PRRTANA

Mengesahkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor : 3 Tahun 1988
tanggal 30 Maret 1989 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Tahun Angga-
ran 1989/1890 yang berjumlah
sebesar ...... ... ... ... .. ... ...
Rp.11.835.714 .000,00 vang ter-
diri dari

1 PENDAPATAN :
Pendapatan Rp.11,835.714.000,00

2. BELANJA

- Ru t 1n

Rp.11.835.714.000,00

T ————————— — i _—— — —

Rp. 6.905.464 .000,00

Pembangunan Rp. 4. 930 250 .000,00

Rp.11.835.714.000,00

- - —— -
_— e — o ——— - B
_-——-_—--———-—"'——-'—-
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BAGIAN URUSAN KAS DAN PKRHITUNGAN :

CENDAPATAN :

Pendapatan

BELANJA :
<~Rutin _
- Pembangunan Rp.

Seli

KE DuA

Rp. 953.641.000,09

953.641.000,00

Rp. 953.641.000,00

T ——————— —— —— — — ——— ——
e e T ———————

Berdasarkan Surat Menteri Dalam
Hegerl Nomor 903/224/PUOD tanggal
16 Januarl 1989 jo Surat Gubernur
Kepala Daerah « Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 903/13027 tanggal 14
Pebruari 1989 tentang Pedoman

-] Penyusunan APBD Tahun Anggaran

1989/1988, Jjumlah plafond Dana
Ganjaran.. (belanja Non Pegawai)
untuk Kabupaten Dati II  Banyumas
dan Kotatip Purwokerto ditetapkan
sebesar Rp.185.000.000,89 dengan

- perincian, sebagai berikut :

1. Gahjaran untuk Daerah Tk. II
sebesar Rp.118.000.000,00

terdiri dari :

a. Ganjaran yang penggunaannya
diarahkan sebesar ........
Rp.8.500.000,00

b. Ganjaran yang penggunaannya
ditetapkan secara pasti
sebesar Rp.109. 500 .0A00,00
terdiri
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1. Lembaga Pemerintah
sebesar Rp.47.000.000,00

7. Lembaga Non Pemerintah
sebesar Rp. 8.000.000,00

3. Kegiatan Operasional
sebesar Rp.54.500.000,00

2. Ganjaran untuk Kotatip
sebesar ..... Rp.67.000 .000,00

Lerdiri

a. Ganjaran yang penggunaannya
diarahkan sebesar .........
Rp.8.500.000,00

b. Ganjaran yang penggunaannya

ditetapkan secara pasti
sebesar Rp.58.500.008,00
terdiri

1. Lembaga Non Pemerintah
sebesar Rp. 8.000.000,00

2. Kegiatan Operasional
sebesar Rp.50.500.000,00

Tersebut .butir 1 dan 2 di atas
penganggaran dan penggunaan bela-

. njanya harus disesuaikan dengan

ketentuan tersebut dalam Surat
Menteri Dalam Negeri dan Surat
Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa
Tengah di atas serta Keputusan
Mendagri tanggal 19 Januari 1988
Nomor 993-855 tentang Pengelolaan
- Keuangan Pemerintahan Kota Admi-
nistratip. : :
Dengan demikian maka penganggaran
belanja yang tercantum seperti
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n Ganjaran untuk Pembantu Bupat,

yang tercantum pada Pasal
2 2.5.1011 “"Ongkos Kantor”
sobesar Rp.36.000.000,00 supa
ya dirinci pula pada Pasal
pasal 1013, 1053, 1054, 1871
dan 1084 .

b. Pasal 2.2 7.1084 “"Biaya

Operasional” sebesar
Rp.8.000 .000,70 supaya dirinci
pula pada Pasal 2.2.7.1011
"Ongkos Kantor” dan Pasal
2.2.7.1871 "Biaya Perjalanan
Dinas”

¢ Biaya Administrasi Pemerintah-

an Desa dan APPKD sebesar
Rp.9.0A0V0 .000,00 yang tercantum
pada Pasal 2.2 3 1084 Biaya.
Operasional supaya dipindahkan
pada Pasal-pasal 2.2.3.1011
“"Ongkos Kantor” Pasal
2.2.3.1813 "Biaya Pendidikan
dan Pasal 2.2 3.1071 Biaya
Perjalanan Dinas

d. Pasal 2.2.4.1018 Biaya Penu-
ngutan Pendapatan Daerah sebe-
sar Rp.5.008 .000,90 supaya
dipindahkan pada Pasal
2.2.4 1884 Biaya Operasional.

Berdasarkan Surat Henteri Dalam
Negeri tanggal 16 Januari 1889
Nomor 803/224/PUOD Jo Surat
Gubernur Kepala Daerah Tk | Jawa
Tengah Nomor 903/13027 tanggal 14
Pebruar: 1889 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran
1989/19900, maka
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Pencantuman Penerimaan Daerah
untuk Deviden Saham BPD pada
Pos 1.2.5 Penerimaan Lain-lain
(Ayat 1.2.5.187) supaya dipi-
ndahkan pada Ayat 123.121 Bank
Pembangunan Daerah.

Pembayaran Pensiun yang mulai
tanggal 1 April 19888 dilimpah-
kan kepada Taspen, Pembukuan-
nya dicantumkan pada Bagian
Urusan Kas dan . Perhitungannya
(UKP) :

Sehubungan dengan hal tersebut
di atas, maka - pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran
pembayaran . pensiun supaya
disediakan pada Ayat dan Pasal

- Bagian UKP sgbagai berikut

-~ Penerimaan dicantumkan pada
ayat 1.16.1.258 Subsidi
Penyediaan Dana Pensiun
Daerah Bawahan dengan pla-

fond Perhitungan sesuail
dengan Jumlah - Pensiun
Daerah.

- Pengeluaran ~ dicantumkan

'pada  Pasal 2.16.1.1158
"Pembayaran Pensiun Daerah

Bawahan” sesuail dengan

jumlah penerimaan pensiun
di Daerah.

Selaﬁjutnya pencantuman reali-

sasi pembayaran pensiun dalam *

Perhitungan Anggaran didasar-
kan pada SPJ pembayaran pen-
siun yang telah disahkan oleh
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Kantor Tata Usaha Anggaran
(KTUA) yang tembusannya disan-
paikan kepada Bagian Keuangan
dengan Daftar Pembukuan Admi-

nistratip (DPA)

-

Penjelasan pendapatan pada
Lampiran A/1, Keputusan
Kepala Daerah Nomor
993/230/1989 tanggal 31
Maret 1989 supaya dipindah-
kan pada Kolom 4 (Ketera-

ngan).

Penerimaan Ayat. 1;2-2.991
Rumah Sakit Umum sebesar

Rp.82.500.000,00 ° supaya
dirinei menurut rencana
pendapatannya dan agar

dicantumkan secara Jjelas
besarnya bagian Penerimaan
Daerah dari Perum Husada
Bhakti pada Lampiran A/1
Keputusan Kepala Daerah.

Terhadap Belanja DPRD yang
sifatnya berupa tambahan
penghasilan - kesejahteraan’
Anggota DPRD yang masih
didasarkan atas Keputusan
Kepala Daerah supaya di-
tuangkan dalam:- Peraturan
Daerah dan mendapat penge-
sahan dari Pejabat yang
berwenang.

Perincian digit perpasal
pada Belanja DPRD khususnya

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

e.

Pnsanl yang berankhiran kode
a pada kolom (2) Uraian
pasal dan digit supaya
dipindahkan pada kolom (4)
Keterangan dengan urutan
kode abjad.

- Biaya Panitya khusus Hari
Jadi sebesar
Rp.11.630.900,PA dan biaya
pembahasan APBD, Perubahan
APBD, Perhitungan APBD dan

Laporan Triwulan sebesar
Rp.35.860.000,00 vang
tercantum pada Pasal

2.2.1.1005a Uang Sidang,
representasi dan lain-lain
untuk Anggota DPRD, tidak
diperkenankan karena senua
‘kegiatan -Dewan sudah
dibebankan pada pasal-pasal
Belanja DPRD.

- Pasal 2.2.2.1008b Biaya
Badan Pertimbangan Daerah
sebesar Rp.2.400 .009,00
supya dipindahkan pada
Pasal 2.2.1.1045a Uang
sidang, representasi dan
lain-lain untuk Anggota

DPRD. .

' Pembayaran Honor bulanan untuk

Pejabat Kamawil dan Kakan
Sospol scbesar Rp.b5.000.000,00
yang tercantum pada Pasal
2.2.3.10¥3 = Honorarium dan
vakasi supaya dipindahkan pada
Pasal 2.2.3.1011 Ongkos Kan-
tor, digit 9A Lain-lain Ongkos
Kantor.
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Pembebanan Pasal 2.2.4.1081
diperuntukkan untuk penga-
nggaran Uang Perangsang dan
Insentip

Dengan demikian maka selain
penganggaran tersebut di atas
supaya dibebankan pada Pasal
pasal berkenaan yang dibakukan
atan dengan membuka pasal-
pasal cadangan yang telah
disediakan pada kelompok/jenis
Belanja Lain-1lain.

Selanjutnya penggunaan rincian
pemberian uang perangsang dan
insentip tersebut supaya di-
lengkapi dengan Dasar Hukum
pengaturannya yang dicantumkan
pada kolom Keterangan contoh
A/2/R.

Untuk Tahun Anggaran yang akan
datang susunan urutan Pos-pos
pada Belanja Rutin supaya
disesuaikan dengan Lampiran VI
Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tersebut
di atas.

Selanjutnya untuk Pos-pos
Belanja Rutin seperti

- Pos 2.2.8. Catatan Sipil
supaya digabung dalam Pos
2.2.3. Sekretariat.

- Pos 2.3.1. Perongkosan
Unum, Pos 2.3.2. Jalan dan
Pengairan, Pos 2.8.3.

Kebersihan, Keindahan Kota-
/Daerah dan Pemadam Kebaka-
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(N

run, Pow 2.3.4. Bina Pro-
#grum, Pou 2.3.5H. Bangunan
tedungg  Rooi dan N0 sertla
Poa 2.3.8. Tata Kota/Dae-
rnh, supaya digabung dalam
satu Pos 2.3.1. Dinas
Pekerjann Umum karena Uru-
gan-urusan tersebut diatas
morupakan Bagian Dinas
Pokerjaan Ununm, kecuali
apabila pembentukan Pos-
/Dinas tersebut di atas
sudah didasarkan atas Pera-
turan Daerah secara ter-
sendiri.

Pada Laporan penggunaan Ganja-
ran (Belanja non Pegawai)
Daerah Tingkat II Banyumas
Tahun Anggaran 1989/1980 supa-
ya dilengkapi pula penggunaan
Dana SBBO RSUD perincian per
pasalnya.

. Untuk pengiriman permohanan

pengesahan Peraturan Daerah
tentang APBD/Perubahan APBD
yang akan datang supaya di-
lengkapi pula dengan Surat
Keputusan Walikotatip Purwo-
kerto beserta Lampiran-
lampirannya.

- Pada Anggaran Belanja Pem-
bangunan A/11/P supaya
dilengkapi dengan ringkasan
Belanja Pembangunan menurut
Unit Organisasi (Contoh
A.II.b) sesuai Peraturan

Mendagri Nomor 11 Tahun
1975.
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Uraian atau Jjudul Proyek
supaya dilengkapi dengan
lokasi Kecamatan sebagai
satu kesatuan dari Judul
proyek serta urian sumber
dananya sesuail dengan kla-
sifikasi dalam surat Menda-
gri tersebut di atas.

Lampiran A/2/P Surat Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah
Tk. II Banyumas tanggal 31
maret 1989 Nomor 2
993/230/1989 tentang Penja-
baran Prayek Anggaran Bela-
nja Pembangunan pada kolonm
(3) keterangan, susunannya
disesuaikan dengan urutan
standar Biaya/survey de-
sain, Pelaksanaan dan Admi-
nistrasi Proyek disertai
dengan rencana penggunaan
dan dananya ; Target dan

Lokasi, sesuai prototipe
APBD Tingkat I Jawa Tengah.
Hal ini agar dipedomani

dalam penyusunan APBD/Peru-
bahan APBD Kabupaten Dati
II Banyumas Tahun Anggaran
vang akan datang.

Beberapa pasal Proyek RBelanje

Pembangunan yang kegiatannya
seperti ':

Pasal 2P.%».13.1.1.03 Proyek
Operasional Politik Keamanan
sebesar Rp.2.000.000,00 dan
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b.

Puunl 2P .0.13.1.04 Proyok
Pomb innan kepada kekvatan
Soupol sebosnr Rp22.500.000,00
supnyn dipindahkan pada Bela-
njn Rutin Pasal 2.14.1.1131
Bunbtuan untuk Instansi Verti-
kal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 2P.0.14.1.1.042 Proyek
Perpnstakaan sebesar
Rp.2.000.00A,00 supaya dipi-
ndnhkan pada Pasal 2.2.3.1014.
Binya Porpustakaan.

Pasal 2P.0.16.1.1.02 Proyek
peningkatan Kesejahteraan
Karyawan sebesar
Rp.20.000.000,00 yang pelaksa-
naannya untuk pengadaan Pakai-
an Dinas dan Bantuan kegilatan
olah raga da kesenian supaya
dipindahkan pada Pasal
2.2.3.1916 Biaya Pakaian Di-
nas, sedang untuk bantuan olah
raga dan kesenian dicantumkan
pada Belanja Lain-lain dengan
menggunakan pasal cadangan.

. Pasal 2P.0.16.2.2.03 Proyek

pembelian Kendaraan sebesar
Rp.47.500.000,80 maka sesuai
dengan Suratf Mendagri tanggal
16 Januari 1989 Nomor
9n3/224/PU0OD

Sebelum pengadaan kendaraan
Operasional dilaksanakan ter-
lebih dabulu dimintakan ijin
persetujuan kepada Menteri
Dalam Negeri Up Dirjen PUOD.
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Apabila Penetapan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 1989/1988 telah
melanpaui masa triwulan III, maka
supaya dihindari adanya pengang-
garan proyek-proyek baru mengi-
ngat jangka waktu proses persiap-
an sangat pendek, sehingga pro-
yek-proyek dimaksud tidak dimung-
kinkan 1lagi untuk dilaksanakan
karena menjelang Tahun Anggaran
berakhir.

Segera dilakukan Perubahan terha-
dap APBD Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Banyumas Tahun Anggaran
1989/1990 dengan mengikuti selu-
ruh ketentuan seperti ditetapkan
dalam Diktum-Diktum tersebut di
atas. Sambil menunggu Perubahan
dimaksud supaya dilakunkan Peruba-
han terhadap Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 903/238/1989 tanggal 31
Maret 1989 tentang Penjabaran
Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD
Kabupaten Dati II Banyumas Tahun
Anggaran 1989/1998, sesuail dengan
Diktum-Diktum di atas dan' setiap
Perubahan Keputusan Bupati Kepala
Daerah supya dikirimkan kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Tengah untuk Laporan semes-
tinya.
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11.

125

an dan Belanja Daerah, pelak-
sanaan Tata Usaha Keuangan Da
ornh dan Penyusunan perhitung
an anggaran pendapatan dan Be
lanja Daerah ;

Keputusan Presiden nomor 22
Tahun 1984 tentang Tata Cara
Penyediaan dan Penyaluran Sub
sidi Gaji dan Pensiun Bagi Da
erah Otonom ;

Peraturan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 11 Tahun 197§ ten
tang Contoh-contoh Cara Penyu
sunan anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penusunan Perhitungan Ang
garan Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 11 Tahun 1878 ten
tang Pelaksanaan Tuntutan Gan
ti Rugi Keuangan dan Materiil
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 8 Tahun 1878 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ke
Tiga kepada Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Ba
rang dan Materiil Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Pengurusan Pendapatan daerah
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

.Keputusan Menteri dalam Nege

ri Nomor 900-009 tahun 1980
tanggal 2 April 1980 tentang
Manual Administrasi Keuangan

Daerah ; -
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14.

19,

16.

17.

18.

19.

2

Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 570-360 tangal 28 Ok
tober 1981 tentang Progran
Pembinaan anggaran daerah dan
Pengendalian kredit anggaran
Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 970-893 Tahun 1981
tanggal 24 desember 1981 ten-
tang Manual Administrasi Pen-
dapatan Daerah ; :
Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 894 Tahun 1984 ten
tang Langkah Pertama Pensin
kronisasian Anggaran Pendapat
an dan Belanja Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belan
ja Negara ;

Keputusan Menteri Dalam Nere-
ri Nomor 903-1316 tanggal 18
September 1985 tentang Penyenm
purnaan Bentuk dan susunan Pe
rubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 803-1318 tanggal 18
September 1985 tentang Penyem
purnaan Keputusan menteri Da-
lam Negeri Nomor 903-603 ten-
tang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah
Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 51 Tahun 1985 Tang
gal 31 Desember 1985 tentang
Petunjuk Pengelolaan Pendapat
an Daerah Hasil Pajak Bumi
dan Bangunan ;

Keputusan menteri Dalam Nege-
ri Nomor 903-269 tanggal 3 Ma
ret 1986 tentang Penyempurna

"an Bentuk dan Susunan Tata
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TRNBUSAN © diuvampaiknn kepada YbLh.

.’ .
8.

9.
1.
il.
12.
13.

14.

Badnn Pemerikan Keunngan Pervakilnan Yogyakartna
di Youyankarbln;

Departomen Keuangan (DiLjen Anggaran) di
Jakarla ;

Deparlioemen Dalan Negeri (DiLjen PUOD Up
Direktur Kouangan Danernh) di Jakarta ;
Sekrotariat. Jenderal DEPDAGR! Up Kepala Biro
Keunangan di Jakarcla ;

Nukil Gubernur Kepala Daerah Tingkal [ Jawa
Tongah Didang 1 dan [T ;

Sokretaris Wilanyah Daerah Tingkat 1T Jawn
Tengah ;

Semun Asnsisten Sekwilda Tingkal I Jawa Tengah;
Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah
Banyumas di Purwokerto ;

Ketua BAPPEDA Ptopinsi Dati I Jawa Tengah ;
Kepala Itwil Propinsi Dati 1 Jawa Tengah ;
Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkal I
Jawa Tengah ;

Bupati Kepala Daerah Tk. IT Banyumas di
Purwokerto ;

Ketua DPRD Kabupaten Dati 11 Banyumas di
Purwokerto ;

Berkas Surat Kepultusan

| s/d 11 untuk diketahui.

12 dan 13 guna diindahkan.
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